BAB I11
PELAKSANAAN MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DAN

PENGADILAN NEGERI PURWODADI

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purwodadi
1. Sejarah, Visi Dan Misi Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi dibentuk berdasarkaatsbiad
Nomor : 152 tahun 1882 Jo. Staatsblad Nomor 1166déntahun 1937
dan stb. No. 3 th 1940 jo. Undang-Undang No. 7 nab@89 (pasal 106)
Jo. UU No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas 0U7/Nahun 1989.

Pengadilan Agama Purwodadi dari awal pertama $efaedirinya
dimulai dari menempati kamar yang bentuknya semasameran depan
Masjid Agung Baitul Makmur Purwodadi, kemudian phddidaerah
Kauman dipinjami tanah masjid, pindah lagi di Kantepartemen
Agama Kabupaten Grobogan/ sebelah selatannya masgchudian
menempati DIPENDA (sekarang BPKD Kab. Grobogamdah lagi di
DPRD Kab. Grobogan yang kemudian tahun 1977 sesleaigan
perkembangan Pengadilan Agama, secara fisik gegang lama sudah
tidak dapat menampung pelayanan pencari keadiEnitama setelah
berlakunya UU No. 1 tahun 1974 pindah di JI. Pemthdda&Sudirman dan
tanggal 25 Juni 1979 menempati gedung milik sewldi?i. Diponegoro 20
Purwodadi dan tanggal 27 Pebruari 2008 menempdtirgg baru yang
representatif di depan stadion Krida Bhakti Purvaobdd. MH Thamrin

Purwodadi yang peresmiannya dilakukan di Pengadilgaama Mungkid
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pada tanggal 19 Juni 2008. Tanggal pindahnya geBengadilan Agama
Purwodadi sebelum menempati gedung yang sekarahak tercatat
tanggal pindahnya dikarenakan dulu belum tertiliDg®AG serta banyak
berkas yang hilany).

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Purwodadpihaama
dengan sejarah pembentukan Pengadilan Agama yanglildawa dan
Madura. Sebelum keluarnya Stb. No. 152 tahun 188Rgketa masalah
perkawinan yang terjadi di kalangan orang Islansdnga diselesaikan
oleh para ulama yang dilakukan di serambi-seramdmsjich pada masa
kerajaan, ulama yang demikian diangkat sebagaimesng

Campur tangan Pemerintahan Kolonial atas persoadgiadilan
Agama (pelaksanaan hukum perdata Islam) baru dirpatia tahun 1820
M., sebagaimana tertuang pada Stb. 1820 No. 24 pasang diperjelas
oleh Stb. 1835 No. 58 yang isinya antara lain:

“Apabila terjadi perselisihan antara orang-orangalaatu sama

lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian halaa

sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus diporteisurut
hukum Islam, maka para “pendeta” memberi putusaapie
gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbulkagitusan

“pendeta” itu harus diajukan kepada pengadilan-péditgn biasa”.

Kemudian atas usul dari LWC Van Den Berg (1645-1927
berdasarkan TeoReceptio in Complexu yang mengatakan bahwa hukum

bagi orang Indonesia mengikuti agamanya, maka petakr Belanda

secara formal memberikan aturan dalam perundangagash yang lebih

! Wawancara dengan Drs. A mansyur, MH (wakil seki®t®engadilan Agama
Purwodadi) pada tanggal 16 Desember 2009.
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konkrit yakni dalam Stb. No. 152 tahun 1882 tentgregnbentukan
Pengadilan Agama di Jawa dan Madtra.

Adapun visi Pengadilan Agama Purwodadi adalah Medkgn
supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yamglima&fektif serta
mendapatkan kepercayaan publik profesional dalammbed pelayanan
hukum kepada pencari keadilan dengan kualitas yprima, etis,
terjangkau, cepat dan biaya ringan serta mampu awahj panggilan
pelayanan publik. Dan misi Pengadilan Agama Purdadalah:

a. Memberikan rasa keadilan dengan cepat dan jujur.

b. Menciptakan peradilan yang mandiri dan independit campur
tangan pihak luar.

c. Menyelenggarakan pelayanan vyudisial dengan seksataa
sewajarnya serta mengayomi masyarakat.

d. Menyelenggarakan institusi peradilan yang efisiafektif, dan
berkualitas.

e. Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dengan riepata
integritas yang tinggi bisa dipercaya dan trangpsra

f. Mengembangkan penerapan manajemen modern yang siserba
teknologi informasi dalam pengelolaan kepegawaarana prasarana
dan keuangan.

g. Meningkatkan pembinaan SDM dan pengawasan terhgzatan

peradilan’

2 Hasil wawancara dengan Sunarto (Panitera MudaumulPengadilan Agama
Purwodadi) pada tanggal 4 Januari 2010
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2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Purwodadi
Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Purwodadi dangan
tugas dan wewenang Pengadilan Agama yang dijelasledm Undang-
Undang dan literatur pada umumnya.
a. Tugas Pengadilan Agama Purwodadi
Pengadilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana
kekuasaan kehakiman mempunyai tugas menerima, nkSaetan
mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukpadanya.
b. Wewenang Pengadilan Agama Purwodadi
1) Kekuasaan Absolud
Kekuasaan (kompetensi) absolud adalah kekuasaap yan
mutlak yang berkenaan dengan jenis perkara atas pemgadilan
atau tingkatan pengadilan yang berhak atas suatyef@saian
perkara dalam perbedaanya dengan jenis perkara jatas
pengadilan atau tingkatan pengadilan lainya.
Dalam melaksanakan kekuasaan absolud, Pengadilan
Agama Purwodadi berdasarkan pasal 10 UU NO.14 tdi98%
Bab | Pasal 2 Jo. Bab lll, Pasal 49, UU No.7 tah989 yang
mana Pengadilan Agama bertugas dan berwenang #grhad
perkara; a) Perkawinan, b) Kewarisan, c) Wakafstedaqoh, dan

juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia N@al3un

® Hasil Laporan Tahunan di Pengadilan Agama Purwic2z@p

* Muktiarto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2000, Cet-11, him. 1

® Raihan A. Rhasyd)p.Cit., him 27.
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2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.h tat89
tentang Peradilan Agama yaitu tentang Wewenang dedag
Agama ditambah dengan masalah zakat, infag dan oakon
syariah®

2) Kekuasaan Relatif

Kekuasaan terhadap wilayah hukum dalam arti bahwa
kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satuatsgkdalam
perbedaanya dan kekuasaan pengadilan yang sankatéinga’
yang berhubungan dengan daerah kekuasaan suatadpang
berada berdiri sesuai dengan undang-undang yatakber

Kompetensi relative diatur dengan undang-undandu yai
Pasal 4 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang menyatdiedwa
Pengadilan Agama berkedudukan Dikota Madya atau Kbta
kabupaten akan tetapi dalam penjelasan Pasal 4(Ryati ada
pengecualian, pengecualian ini dapat berupa pekagbn hukum
yang lebih kecil dari kota atau kabupaten.

Kompetensi relative ini juga menyangkut tentang afien
seharusnya seseorang mengajukan suatu masalghestava dan
hasil wawancara penulis dengan Bapak Slamet Abealiikis
pegawai administrasi Pengadilan Agama Purwodadi amak
kewenangan relative Pengadilan Agama Purwodadi

a) Purwodadi k) Gabus

®Amandemen UU Peradiln Agama NO0.3 tahun 2006, Jakaiar Grafika, 2008, him.18
" Raikhan RashyidQp.Cit., him. 25
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b) Toroh [) Pulokulon

c) Geyer m) Godong

d) Grobogan n) Penawangan
e) Brati 0) Karangrayung
f) Klambu p) Gubug

g) Wirosari q) Tegowanu

h) Tawangharjo r) Kedungjati
i) Ngaringan s) Tanggungharjo.

j) Kradenan

. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi

Pengadilan Agama Purwodadi di ketuai oleh Drs. RhasiAbdul

Manan, SH. MH dan dibantu oleh seorang wakil kegadu Drs. Al

Masykuri Haidar, SH. Adapun yang menjadi hakim yaegtugas di

Pengadilan Agama Purwodadi adalah sebagai berikut:

Drs. H. M. Halimi Fattah, SH

H. Abu Amar, SH

Drs. Suwardi, SH

Drs. Buchori KS, SH. MH

Drs. H. Ma’'mun Azhar, SH. MH
Drs. Moh Suhadak, MH

Drs. Kholis, MH
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Untuk memperlancar tugas administrasi baik kepad@maupun
kesekretariatan terdapat seorang panitera sebagaur upimpinan
kepaniteraan, sebagai berikut:

Dan untuk membantu penyelesaian perkara seorang lthantu
pejabat fungsional yang terdiri dari :

* Pegawai Administrasi :
1. Drs. Ahmad Mansyur, MH
2. Drs. Slamet Abadi
3. Siti Chodijah S.Hi
4. Siti Masfiatun Nafiah

* Pegawai Tenis Bag. Kepaniteraan :

1. Siti Maria Lutfi, SH. MH 11. Karmo, SH

2. Drs. Heryanta Budi Utama 12. Liswadi, SH

3. Drs. Saerozi, SH 13. Maryono, SH

4. Rumsidi, SH 14. Sukalim

5. Chusnul Hamidah 15. Ali Soim

6. Drs. Wakirudin 16. Teguh Gunawan, S.Ag
7. Farhan Munirus Su’aidi, S.Ag 17. Siti Fauziati, SH

8. Sunarto, S.Sos. MH 18. Zubaidi

9. Dul Djawahir, S.Ag 19. Merdeka Ita Mustofa, SH
10. Fathul Hadi, SH 20. Mutiah.

11.Eko Sueroto.
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B. Pelaksanaan Medias Di Pengadilan Agama Purwodadi

1. Jumlah Perkara

Setelah diberlakukannya PERMA No. 1 tahun 200&atigadilan

Agama Purwodadi telah melaksanakan proses medialsi akhir tahun

2008, tetapi hasil dari mediasi tersebut mulai kilkan pada awal tahun

2009 jadi hasil mediasi yang berhasil sebelum taB0@9 tidak dapat

diketahui oleh peneliti. Dari semua perkara yangsukadi Pengadilan

Agama Purwodadi mulai tahun 2009, perkara yang dsdridimediasi

memang tidak terlalu banyak dikarenakan kesepakadaa pihak untuk

berdamai atau tidak berdamai itu merupakan hak para pihak dan

mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memadesa pihak untuk

berdamai. Adapun jumlah perkara yang berhasil ngckesepakatan

berdamai yang diketahui oleh peneliti yaitu 11 peskdari 2514 perkara,

tetapi mungkin masih ada perkara yang berhasil asegiang tidak masuk

dalam register mediasi.

yang ditemukan peneliti yait:

Adapun 11 perkara yang berhasil mediasi berikuirhakediator

Jenis ) _
NO. Nomor Perkara Hakim Mediator
Perkara
01 | 827/Pdt.G/2009/PA.Pwd| Perceraian Drs.Ali Masykaidar,SH
02 829/Pdt.G/2009/PA.Pwd| Perceraian Drs.Ali MasiyKaidar,SH
03 915/Pdt.G/2009/PA.Pwd| Perceraian Drs.Ali Masykaidar,SH
04 | 998/Pdt.G/2009/PA.Pwd| Perceraian Drs.Ali Masykaidar,SH

8 Dokumentasi Register Mediasi di Pengadilan AgamewBdadi, dikutip pada tanggal
11 Desember 2009.
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05 | 1048/Pdt.G/2009/PA.Pwd Percerajan Drs.Kholis,MH

06 | 1258/Pdt.G/2009/PA.Pwd Perceraian Drs.Kholis,MH

07 | 1991/Pdt.G/2009/PA.Pwd Perceraian Drs.H.M. Hafiattah,SH
08 | 2059/Pdt.G/2009/PA.Pwd Percerajan Drs.H.M. Hafattah,SH
09 | 2383/Pdt.G/2009/PA.Pwd Perceraian Drs.Moh.Suhktta

10 | 2349/Pdt.G/2009/PA.Pwd Percerajan Drs.H.M. Haffaitah,SH
11 | 0991/Pdt.G/2009/PA.Pwd Perceraian Drs.Moh.Suqitta

Semua 11 perkara di atas yang berhasil meaitdah perkara

perceraian, karena banyaknya perkara perceraiag yhtangani di

Pengadilan Agama Purwodadi dan minimnya jumlah atedimengalami

sedikit kendala, tetapi hal itu tidak berpengaralgilpara mediator untuk

menjalankan tugas sebagai mediator dengan sepeatukanena perkara

perceraian sendiri erat kaitannya dengan peraBsanbanyaknya perkara

yang ditangani di Pengadilan Agama Purwodadi dalkiseya perkara

yang mencapai kesepakatan berdamai dalam prosdassmdisebabkan

karena para pihak berperkara tidak hadir,sebelunmdafearkan ke

pengadilan sudah melakukan musyawarah, menghengisidangan

dilanjutkan melalui litigasi, dan banyaknya yangneebut perkaranya.

Jadi pada sidang kedua setelah mediasi berakhirdal4 termasuk hasil

mediasi. Pada waktu para pihak akan mendaftarkgatgaonya, panitera

sudah menasehati dan menerangkan berbagai akibgt af@an timbul,

disini banyak para pihak yang tidak jadi menda#argugatannya.
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2. Proses Mediasi

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracaperdiadilan
dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaggaglilan dalam
menyelesaikan sengketa sesuai dengan tugas pokujagilan yang
bersifat memutusafjudikatif). Mediasi yang berada di dalam pengadilan
diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Ntahun 2008 yang
mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pkesaan pokok
perkara perdata dengan mediator terdiri dari hdkakim Pengadilan
Agama Purwodadi tersebut yang tidak menangani pamnga. Mediator
hakim dan penyelenggeraan mediasi di PengadilarmagBRurwodadi
dilaksanakan di ruangan khusus mediasi yang bed&i#anping kanan
ruang tunggu para pihak yang akan melakukan sid&agla proses
mediasi ini sebisa mungkin para pihak sendiri hadéengikuti proses
mediasi, karena hal ini lebih memotivasi para pihakuk mencapai
kesepakatan berdamai dari pada para pihak diwakitdeh advokat/
kuasa hukumnya.

Secara garis besar prosedur mediasi di Pengadilgama
Purwodadi mengikuti aturan-aturan dalam PERMA Notaiun 2008,
adalah sebagai berikut: pada sidang pertama ydalg d&tentukan yang
dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan pardalp untuk
menempuh mediasi. Hakim wajib menunda proses argah perkara
untuk memberikan kesempatan kepada para pihak nperfemroses

mediasi serta memilih mediator dalam daftar mediagang telah
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disediakan oleh ketua Pengadilan Agama Purwodadig yaerisi 6
mediator yang semuanya hakim. Setelah para pihdk lpada sidang
pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hajuga atau paling lama
2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding gumemilih mediator.
Para pihak segera menyampaikan mediator piliharekaekepada ketua
majelis hakim, jika para pihak tidak dapat bersepakemilih mediator
yang dikehendaki, maka ketua majelis hakim segeeaumjuk hakim
bukan pemeriksa pokok perkara pada pengadilan ysarga untuk
menjalankan fungsi mediator, tetapi biasanya medigang dipilih itu
bersilang dari ruang sidang A dan ruang sidang B.

Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mediatosepdakati,
masing-masing pihak menyerahkan resume perkaral&egsu sama lain
dan kepada mediator. Jika para pihak gagal mengéipalediator, maka
resume perkara diberikan kepada mediator yang jdkuiProses mediasi
berlangsung paling lama 40 hari kerja, dan dagmrgdanjang paling lama
14 hari kerja atas dasar kesepakatan para pihakn Aktapi dalam
pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwodadkediasi
berlangsung 3 sampai 4 minggu, itu dikarenakan danya perkara yang
ditangani oleh Pengadilan Agama Purwodadi dan nmpammediator.
Apabila para pihak dalam waktu yang ditentukan imelmencapai
kesepakatan, para pihak diberi perpanjangan wadiyg ylisepakati oleh

para pihak.

° Hasil wawancara dengan Drs. Moh. Suhadak,M.H,gahgi6 Desember 2009.
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Mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika salaiu atau para
pihak atau kuasa hukumnya telah telah dua kaliuhérturut tidak
menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemmadiasi yang
telah disepakati atau telah dua kali berturut-tutidiak menghadiri
pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggitess@atut. Para pihak
dengan sengaja tidak menghadiri sidang pertemuadiasiedua Kkali
berturut- turut disebabkan para pihak mengetahla bal itu terjadi
menyebabkan gagalnya mediasi, dan tidak adanyasisdinla tidak
menghadiri pertemuan mediasi yang jadwalnya sutpadkati bersama.

Dalam berlangsungnya mediasi dengan waktu setejagatyang
dihadiri kedua belah pihak, mediator membuka gjdartemuan mediasi
dengan bacaan bismillah, setelah itu mediator na@gdgan dengan
singkat dan jelas tentang jati diri dan kredibditgpengalamannya,
kenetralan dan tidak memihak kepada siapapun, rnypases ini untuk
menyelesaikan masalah karena kedua belah pihaknganmgntanya bukan
menekan satu pihak, proses bahwa setiap pihakdikarikan kesempatan
yang sama baik secara tersendiri atau bersamagspiaisbersifat rahasia
dan mengenai keputusan terakhir.

Setiap pihak diberi kesempatan untuk mempresdmatasnasalah
mereka masing-masing kepada mediator, mediatorindaek sebagai
pendengar yang aktif dan jika perlu dapat mengajukartanyaan-
pertanyaan. Dalam tahap ini para pihak bersikagaaemosional dan

saling menyalahkan dalam hal kasus perceraian sdngaadiajukan ke
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pengadilan. Para pihak saling menuduh dan lebih enéngkan
kepentingan pribadi daripada kepentingan bersamta bersikap egois
yang menyebabkan banyaknya kegagalan mediasi djaBdan Agama
Purwodadi. Apabila tidak ditemukan penyelesaianamalpertemuan
mediasi yang pertama mediator perlu mengadakan ukaukyaitu
pertemuan antara mediator dengan salah satu pémga tdihadiri oleh
pihak lainnya. Dalam kaukus tersebut mediator ladrasberbicara lebih
mendalam agar perkara para pihak dapat mencapspdestan berdamai,
tetapi para pihak memang sudah yakin bahwa peareradlalah jalan
terbaik bagi kedua belah pihak. Setelah diadakakusadan para pihak
dipertemukan lagi, mediator berusaha lagi mendpmmera pihak untuk
menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan amererbagai
pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pilakara lain mediator
berusaha mengingatkan kepada para pihak kenangamgan sebelum
para pihak berperkarandstalgia), mengingatkan akan anak-anak para
pihak karena korban dari perceraian itu adalah-anak dan memberikan
pengertian akibat dari masalah mereka, misalngiaigperkara perceraian
karena dominannya kasus perceraian yang di ajukdekgadilan Agama
dengan memberi penjelasan akibat dari perceraiagaBamasalah yang
akan timbul seperti, nantinya akan mempunyai bapgak/ anak tiri itu

tidak enak, serta memotivasi untuk masa depan ity cerah™®

% Hasil wawancara dengan Drs. Moh. Suhadak, M.kgjgal 11 Januari 2010.
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Setelah beberapa kali pertemuan mediasi, dan mediatta para
pihak telah merumuskan hasil akhir dari perundingaediasi ini. Jika
mediasi menghasilkan kesepakatan berdamai, pask piéngan bantuan
mediator merumuskan secara tertulis kesepakatam yhcapai dan
ditandatangani oleh para pihak dan mediator mekgajyencabutan
perkara. Para pihak wajib menghadap kembali kepedtam pada hari
sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukaasepakatan
perdamaian, hakim menanyakan kepada para pihakngrikebenaran
laporan mediator tersebut bahwa mediasi berhasth sgari laporan
mediator tersebut dan pernyataan para pihak, rmdjakim menyatakan
menyetujui pencabutan perkara tersebut dan memlpgtetapan
pencabutan perkara.

Tetapi banyak para pihak pada pertemuan pertamaefd@muan
kedua mediasi tetap pada pendirian mereka, dan asamgkiu yang
ditentukan oleh pengadilan para pihak tetap tid&kcapai kesepakatan
dan itu menyebabkan gagalnya mediasi. Dan jugadbapyla setelah
pertemuan pertama, pertemuan kedua para pihak titek hadir lagi
sampai berakhirnya waktu untuk menempuh mediasig yakhirnya
mediasi dinyatakan gagal.

Apabila para pihak tidak mampu menghasilkan kesspakatau
tidak bisa berdamai dan bersikeras untuk melanjutgarkaranya di
Pengadilan L(itigasi), mediator menyatakan secara tertulis bahwa proses

mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalpadieehakim. Jika
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para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyatmampehgakuan para
pihak selama proses mediasi tidak dapat dijadikarkti bdalam
persidangan perkara, catatan mediator wajib dinhkamg mediator tidak
dapat menjadi saksi dan tidak dapat dikenai pegiamgjawaban pidana
maupun perdata. Setelah menerima pemberitahuarebters hakim
melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentu&nnhuacara yang
berlaku dan tetap berwenang untuk mendorong atangusahakan
perdamaian hingga sebelum pengucapan putdsan.
3. Hakim Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu pengiles
sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukserviensi terhadap
pengambilan keputusan.

Beberapa mediator yang menangani perkara medi&smjadilan

Agama Purwodadi adalah sebagai berikut :

No NAMA Jabatan Keterangan
1 Drs. H.M. Halimi Fattah, SH Hakim Mediator
2 H. Abu Amar, SH Hakim Mediator
3 Drs. Suwardi, MH Hakim Mediator
4 Drs. Buchori KS, SH.MH Hakim Mediator
5 Drs. Moh. Suhadak, MH Hakim Mediator
6 Drs. H. Ma’'mun Azhar, SH.MH| Hakim Mediator

' Hasil wawancara dengan Drs. Ali Masykuri HaidaH. S(Wakil Ketua Pengadilan
Agama Purwodadi), tanggal 22 Desember 2009.

12 | ampiran Surat Keputusan Pengadilan Agama Purviotmd W/1-A3/2892/HK.
05/X11/2009, tanggal 31 Desember 2009.
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Dari 6 (enam) hakim mediator di atas, semua hakigurb
mendapat sertifikat hakim mediator. Tetapi sebelandi Pengadilan
Agama Purwodadi terdapat 1 hakim yang sudah mehdepiikat hakim
mediator yaitu Drs. Kholis, MH, sekarang beliaupiihdah tugaskan di
Jakarta. Tetapi hal tersebut tidak menjadi alasagi bakim mediator
untuk menjalankan tugas mulia mendamaikan par&kpiaag berperkara

sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Medias

C. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Purwodadi
1. Sejarah, Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Purwodadi

Pengadilan Negeri Purwodadi merupakan salah satd da
penyelenggara peradilan dengan tugas pokok menenrameriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara demgsnegang teguh tri
asas peradilan penyelesaian perkara dengan sederdepat dan biaya
ringan. Pengadilan Negeri Purwodadi merupakan hasihisahan dari
Pengadilan Negeri Demak, yaitu pada tahun 1964 yargtak di Jin.
Bhayangkara No. 2 Purwodadi, sedangkan bangunaih fp@sipa rumah
panggung dan lantai dari papan.

Pengadilan Negeri Purwodadi menempati gedung yéamgngun
dan diresmikan oleh Bapak Dirjen Peradilan Umum ddgmen
Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 17 DeseriB80 kantor
Pengadilan Negeri Purwodadi pindah ke Jin. Letjers&rapto No. 109

Purwodadi, gedung tersebut talah dilakukan rehapgale DIP tahun
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anggaran 2005 tanggal 27 Juni 2005 No: S-3976/RB/20eliputi rehap
peningkatan kantor dan rehap 6 buah rumah dinamrddn panitera.

Sebagai pengajuan Daftar Usulan Proyek (DUP) rebesebut
baru sebagian dari realisasi, yang masih diperlud@mi kesempurnaan
gedung adalah pembangunan lantai atas sayap sekest@m gedung,
adapun ruang yang masih dibutuhkan adalah ruanggaerpanitera
pengganti, ruang jurusita dan ruang jaksa.

Untuk mencapai tugas pokok dan untuk menunjang dasi visi
peradilan, Pengadilan Negeri Purwodadi mempunyacama strategis
yaitu menyelesaikan perkara tepat waktu dan pesgige minutasi yang
cepat, dimana perkara yang telah putus minutadiayas selesai paling
lambat 15 (lima belas) hari setelah perkara tetsdiputus.

Adapun visi Pengadilan Negeri purwodadi adalah Medkan
supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yamglima&fektif serta
mendapatkan kepercayaan publik profesional dalammbed pelayanan
hukum kepada pencari keadilan dengan kualitas yprima, etis,
terjangkau, cepat dan biaya ringan serta mampu awahj panggilan

pelayanan publik.

Misi Pengadilan Negeri Purwodadi yaitu :
a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang- ngndian

peraturan serta memenuhi rasa keadilan.

13 Laporan Tahunan Untuk Tahun 2009 Pengadilan N&geviodadi dibuat berdasarkan
Surat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang No. W12 %JHK.00.4/X11/2009, pada tanggal 4
Januari 2010.
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b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independegibab dari
campur tangan pihak- pihak lain.
c. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan pesyarakat.
d. Memperbaiki kualitas input internal pada prosesgian.
e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efrsidan bermartabat
serta dihormati.

. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Purwodadi

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkupgeadilan
umum dalam UU No. 22 tahun 1986, lembaran Negara2BNdahun 1986
dilaksanakan di Pengadilan Negeri dan PengadilaggliNegeri yang
berpuncak pada Mahkamah Agung, sesuai dengan eripgnsip yang
ditemukan oleh UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuakahakiman.

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkatapertuntuk
perkara perdata dan pidana yang bukan termasukndaéakara perdata
Islam. Disamping itu sesuai dengan prinsip diffehsgiang tercantum
dalam pasal 10 UU No. 14 tahun 1970, maka pengadildingkungan
peradilan umum sekaligus merupakan pengadilan uparkara tindak
pidana ekonomi, pidana anak, perkara lalu lintas plerkara lain yang
ditetapkan Undang-Undang.

Dalam sistem hukum kita pengaturan mengenai badagaglilan
dimasukkan ke dalam kategori kekuasaan kehakimamilkdanlah pasal 1
UU No. 19/ 1974 mengatakan bahwa “kekuasaan kelzakiadalah

kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggapakadilan guna
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menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasiéani
terselenggaranya Negara hukum Republik Indonediabiih lanjut dalam
pasal berikutnya dikatakan, “Penyelenggaraan kekuakehakiman
diserahkan kepada badan-badan peradilan dengas pagaknya untuk
menerima, memeriksa dan mengadili serta menyekmsasktiap perkara
yang di ajukan kepadanya”. (pasal 2 ayaf'1).

Pengadilan Negeri Purwodadi masuk dalam wilayah uhmuk
Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wildaya5,86 Km2 yang
terdiri dari 19 (sembilan belas) kecamatan dan (@84 ratus tujuh puluh
empat) kelurahan. Adapun perbatasan kabupaten Gaobdengan ibu
kota kabupaten di Purwodadi, terletak diantara pegunungan Kendeng
yang membujur dari arah barat ke timur dan berbatdengan:

- Sebelah utara dengan kabupaten Kudus, Pati, Blora

- Sebelah timur dengan kabupaten Blora

- Sebelah selatan dengan kabupaten Ngawi (JatimyeSraoyolali,
dan Semarang.

Adapun kompetensi absolut Pengadilan Negeri Purdicaldalah
mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajltggpadanya sesuai
dengan UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehaki

Menyelenggarakan administrasi perkara dan admasistmum lainnya.

% Prof. Dr. Sajtipto Raharjo, SHasalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,
Bandung: CV. Sinar Baru Offset, 2003, him. 67.
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3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purwodadi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Purwodadi

KETUA

Poommmmommooooooooood HARI WIDODO, SH. MH.

HAKIM

WAKIL KETUA

ENI INDRIYARTINI, SH.

HARI WIDODO, SH. MH.
ENI INDRIYARTINI, SH.

DRS. SUSANTI AW. SH. MH.

WARI JUNIATI, SH. MH.

PANITERA/ SEKRETARIS
IKA DIANAWATI, SH. NUNUS SETIAYADI, SH.

WAKIL PANITERA

WAKIL SEKRETARIS

HIDAYAT, SH. TRI SUKMINTARTI
PANITERA MUDA PIDANA PANITERA MUDA PERDATA PANITERA MUDA HUKUM
BAMBANG WAHONO SUMARYANTO, SH. SUNDOYO, SH.
KA.UR. KEPEGAWAIAN KA.UR. KEUANGAN KA.UR UMUM
ARWIN JUDIJANTO SIIS DWIYONO MOOH ALI
SUPIAH RINTOWATI SRI LESTARI
SYAFIQ Q, SE. BUDI NOVARINI

PANITERA PENGGANTI:

SRI NINGSIH
AGUS DARMANTO
TRIYONO TEGUH R, SH.
YUWINARNI
SUTIMAN
SRI KENDAR
SUPARNO
SUWONDO
NEROZI, SH.

JURU SITA

GUNAWAN
DARJONO
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D. Pelaksanaan Mediasi Di pengadilan Negeri Purwodadi

1. Jumlah Perkara

Perkara yang selesai melalui mediasi di PengadMayeri

Purwodadi setelah berlakunya PERMA No. 1 tahun 2@ berjumlah

8 perkara dari 32 perkara perdata yang masuk t@0@9®, beberapa

perkara perdata yang masuk adalah gugatan tanghtaguwan prestasi,

gugatan harta perkawinan, dan perkara perceraiglapun 8 perkara

perdata yang berhasil melalui mediasi berikut hakimediator yang

ditemukan peneliti yaitu™®

No | Nomor Perkara JenisPerkara | Hakim Mediator

1 03/Pdt.G/2009/PN.Pwi  Gugatan Tana|h Suraya, $1RH,

2 07/Pdt.G/2009/PN.Pwi Gugatan Tanah  Tri Raha®lt, MH, Adv

3 10/Pdt.G/2009/PN.Pwi  Utang piutang dr. Retno Medni, MH Kes

4 | 12/Pdt.G/2009/PN.Pwj Perceraian Drs. Susanti,/ASYW.MH

5 13/Pdt.G/2009/PN.Pwi Harta Suraya, S.Pd, MM
perkawinan

6 18/Pdt.G/2009/PN.Pwi  Gugatan Tanah  Tri Rahakt, MH, Adv

7 23/Pdt.G/2009/PN.Pwi  Sewa beli Suraya, S.Pd, MM

8 27/Pdt.G/2009/PN.Pwi Wan prestasi Suraya, S.Rd, M

Dari data di atas, perkara perceraian keberhasgigarsedikit

dikarenakan perkara perceraian berkaitan erat depgeasaan. Berbeda

dengan perkara gugatan tanah atau perkara kerjdsaerea adanya tawar

menawar sehingga proses mediasi lebih banyak kafikxhnya. Tetapi

!> Dokumentasi Register Mediasi Panitera Muda PerBafak Sumaryanto, SH., pada
tanggal 22 Desember 2009.
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mungkin masih ada perkara yang berhasil lainnysptdidak dimasukkan

dalam register mediasi.

. Proses Mediasi

Tahap-tahap proses mediasi di Pengadilan Negendeiadi tidak
jauh berbeda dengan proses mediasi di Pengadilam&agdPurwodadi,
yaitu sama-sama mengikuti aturan dalam PERMA NdaHun 2008.
Proses mediasi di Pengadilan Negeri Purwodadi bakim mediator
maupun bukan hakim mediator dilaksanakan di ruakbasus mediasi di
samping ruang sidang Il. Adapun prosedur media$letigadilan Negeri
Purwodadi adalah sebagai berikut: pada sidang martahakim
mewajibkan para pihak pada hari itu juga untuk beémg memilih
mediator. Hakim menunda proses persidangan petkdtk memberikan
kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.inDi hakim
memberikan penjelasan kepada para pihak tentaisgquo mediasi dalam
sistem penyelesaian perkara di pengadilan.

Para pihak berunding untuk memilih mediator dargpediian telah
menyediakan daftar mediator. Di Pengadilan NegemnwBdadi para pihak
yang berperkara (perdata) banyak yang memilih nedidari luar
pengadilan, karena menurut para pihak mediatorldaripengadilan lebih
konsentrasi dan lebih banyak waktu untuk menyetasaperkara mereka
walaupun para pihak harus mengeluarkan biaya sendiuk honor

mediator dari luar pengadildh. Para pihak segera menyampaikan

'8 Hasil wawancara dengan Bapak Sundoyo, SH., panigg@ 14 Desember 2009.
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mediator terpilih kepada ketua majelis hakim. Jpjaa pihak gagal
menyepakati mediator terpilih, wajib segera menyaikgnnya kepada
ketua majelis. Ketua majelis berwenang menunjukrhdiukan pemeriksa
perkara dengan atau tanpa sertifikat yang dituojek ketua majelis wajib
menjalankan fungsi mediator. Paling lama 5 harjakeetelah mediator
disepakati, para pihak dapat menyerahkan resumenekepada satu
sama lain dan kepada mediator. Jika para pihakl gagayepakati, maka
resume perkara diberikan kepada mediator yangjdkuiProses mediasi
di Pengadilan Negeri Purwodadi memberikan waktu h2@i’, tetapi
apabila dalam waktu tersebut para pihak belum npenda@putusan, maka
waktu bisa ditambah lagi sesuai kesepakatan pdrak grarena waktu
maksimal dalam Perma yaitu 40 hari dan dapat dgmgapg lagi 14 hari
kerja.

Mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika salaiu atau para
pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali bertwnuit tidak menghadiri
pertemuan yang telah disepakati, atau tidak mengpaitemuan mediasi
tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Sebelum perudingan dimulai antara mediator dengaa pihak
yang bersengketa, mediator harus membentuk suatmf&etelah forum
terbentuk lalu diadakan pertemuan bersama, yang gaat itu mediator
memperkenalkan dirinya yang dilanjutkan perkengtama pihak yang

bersengketa, serta para pihak diberi kesempatayamgraikan fakta dan

" Hasil wawancara dengan Bapak Suraya, S Pd. MMed{®or Luar Pengadilan), pada
tanggal 21 Desember 2009.
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posisi menurut versinya masing- masing, mediataubas mendengarkan
dan sewaktu- waktu mengajukan pertanyaan. Dalaterpaan bersama
antara para pihak dan mediator, para pihak tidakuae diceritakan

masalahnya. Maka mediator mengadakan kaukus, kpezaa pertemuan
terpisah dalam proses mediasi sangat penting datenjembatani

kepentingan dalam proses ini, yaitu kalau ada al yang ingin

diceritakan tetapi tidak mau didepan lawannya,aserang yang sedang
berperkara sering sekali lebih banyak menggunakassimya, akibatnya
dalam mengambil keputusan juga bersikap emosional ith sering

digunakan oleh mediator non hakim. Dalam acara asediering terjadi

hambatan dalam pelaksanaanya, antara lain par&k ghsah sekali

dipertemukan dalam satu pertemuan atau kehadiranpg@ak tidak dapat
dipastikan serta para pihak ingin menang sendini kieinginan mereka
tidak dapat disatukaff.

Dalam berlangsungnya mediasi pihak penggugat samgasional
karena penggugat merasa dirugikan dan berkeingintuk memenangkan
sengketa yang terjadi diantara para pihak dan ingiembawa
penyelesaian melalui jalur litigasi, disamping ihak tergugat juga
bersikap tidak mau mengakui kesalahan atas perata@salyang terjadi
dan tetap mempertahankan pendiriannya. Dalam haiediator berusaha
menciptakan suasana kekeluargaan dan memberikagenien bahwa

sengketa mereka lebih baik diselesaikan dengam jalamai, serta

2010.

18 Hasil wawancara dengan lbu Hakim Wari Juniati, 8., pada tanggal 11 Januari
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menerangkan bila sengketa sampai dilanjutkan keegrpersidangan akan
dilihat oleh banyak orang dan masalah mereka akiatathui oleh
masyarakat luas serta banyaknya biaya bila prassglpngan dilanjutkan
sampai proses banding dan kasasi.

Mediator dari luar pengadilan mempunyai waktu yaangup lama
serta kiat- kiat tersendiri agar mediasi berhaaity melakukan mediasi
dengan enjoy dan ramah, bisa membawa suasana bees#tara para
pihak, seringnya kaukus kepada para pihak, tidakagini diantara para
pihak yang sifatnya merugikan, waktu singkat, biayarah, kasus cepat
selesai, dan kedamaian para pihak sama&dil.

Setelah mengadakan pertemuan terpisah (kaukusy pidwak
dikumpulkan lagi guna diskusi selanjutnya, dan neéesaikan beberapa
hal secara lebih detil, dengan cara menawarkarsisgéung memperkecil
perbedaan- perbedaan dan mencari kesepakatan ghitg ddil bagi
kepentingan bersama dan akhirnya para pihak tedetepakat. Mediator
memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri medesgan tujuan
agar para pihak merasa bahwa mediator telah baktisdcara adil dan
agar mediator juga mengetahui bahwa apa yang slisampaikan benar-
benar diketahui atau dipahami para pihak.

Jika dicapai kesepakatan dalam mediasi, para plhakmediator
menandatangani rumusan kesepakatan. Para pihdk majiyampikannya

dalam sidang yang ditentukan dan dapat minta kk&atga tersebut

20009.

9 Hasil wawancara dengan Suraya S.Pd. MM (mediainrhakim)tanggal 21 Desember
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diperkuat dalam bentuk akta perdamaian. Tetapi gilam waktu yang
ditentukan, para pihak tidak mampu menghasilkarpasatan, mediator
wajib menyatakan secara tertulis dan memberitamycakepada hakim.
Segera setelah itu hakim melanjutkan pemeriksadtame sesuai hukum
acara yang berlaku dan hakim tetap berwenang uatuk mengupayakan

perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

3. Hakim Mediator
Beberapa hakim mediator yang menangani perkara asiedi

Pengadilan Negeri Purwodadi adalah sebagai befikut:

No Nama Jabatan Keterangan

1 Drs. Susanti AW, SH. MH Hakim Mediator

2 Ika Dhianawati, SH Hakim Mediator

3 Wari Juniati, SH, MH Hakim Mediator

4 Suraya S.Pd. MM Dosen Mediator

5 Tri Rahrdjo SH. MH. Adv Dosen Mediator

6 Dr. Retno Mratihatmi Dokter Mediator

Dari 6 mediator di atas, 3 di antaranya mediatori diaar
pengadilan juga tidak menjabat sebagai hakim dyaeian tersebut yang
sudah mempunyai sertifikat mediator yang dikeluarkaleh 1ICT
(Indonesian Institute For Conflict Transformation). Tetapi hal ini
berpengaruh positif bagi keberhasilan mediasi, rdikakan mediasi yang
dimediatori bukan hakim mempunyai waktu yang ldaiha dibandingkan

mediator dari hakim serta mediator lebih konsenttam proses mediasi

2010.

% Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purdiodzada tanggal 04 Januari
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tersebut, walaupun para pihak mengeluarkan biaydirs@eintuk mediator
bukan hakim atau dari luar pengadilan, serta tingkherhasilannya lebih
banyak dibandingkan oleh hakim mediator.
Tanggal dan No. sertifikat dikeluarkannya SK mediasnediator)
yaitu*!
a. Suraya, S.Pd. MM: 18 Februari 2007 No. 14/IICT/20@n mendaftar
di Pengadilan Negeri Porwodadi pada tanggal 18| 2p67.
b. Tri Rahardjo, SH.MH.Adv: 28 Juni 2008 No. 8/lICTO@ dan
mendaftar tanggal 15 Agustus 2008.
c. Dr. Retno Mratihatmi, MH. Kes: 28 Juni 2008 No.IZ/T/ 2008 dan

mendaftar tanggal 3 Agustus 2008.

E. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung Yang Dihadapi Dalam
Pelaksanaan Mediass Di Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri
Purwodadi
1. Pengadilan Agama Purwodadi

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Purwodsaldh t
menjalankan aturan dalam PERMA No. 1 tahun 2008yaensebaik-
baiknya dan secara maksimal alternatif penyelessemgketa agar dapat
selesai di pengadilan tingkat pertama melalui legab@ediasi serta agar

tidak mengalami penumpukan perkara di Mahkamah 4ggoantinya,

2l Dokumentasi Panitera Muda Hukum Bapak Sundoyo, Siutip pada tanggal 22
Desember 2009.
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tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak kemtalapara pihak
maupun dari mediator sendiri.

Setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Riaavavajib
terlebih dahulu di upayakan penyelesaian melaluidiase yang
dominannya adalah perkara perceraian dan yang dierheencapai
kesepakatan berdamai yang disertai pencabutanrpeykitu berjumlah
11 perkara dari jumlah 2514 perkara yang dimediasi.

Mediasi tidak harus menghasilkan kesepakatan bexiddnisa saja
para pihak bersikeras membawa perkaranya berlagleam proses
pengadilan I{tigas)). Karena mediator tidak berwenang untuk memutus
perkara yang sedang terjadi di antara para piha&diator hanya
mendorong para pihak untuk menelusuri dan mengkgegientingan
mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaiag terbaik bagi para
pihak. Jadi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Adgaumaodadi belum
bisa dikatakan berhasil, dan mengalami hambatarba@am dalam
prosesnya, itu dikarenakan banyaknya kendala.

Setiap mediasi harus dihadiri para pihak atau khakamnya agar
mediasi berhasil mencapai kesepakatan berdamaipitetari pihak
penggugat maupun tergugat sendiri susah sekaliteipekan, para pihak
enggan datang pada proses mediasi sehingga meiitiadki dapat
dilaksanakan. Disamping itu dalam proses mediasg ydihadiri para
pihak, masing-masing pihak tetap bertahan padaapmmrga semula

dengan bersikap saling mempertahankan kepentingaekan sendiri, serta
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keinginan para pihak tidak dapat disatukan. Munglsifat gengsi-
gengsian di antara para pihak juga menyebabkarkeengemakin meluas
dan sulit untuk didamaikan.

Dilihat dari kasus sengketa yang banyak di ajulgaladn dominan
perkara perceraian, dimana masalah yang dihadamianmg sudah rumit
dan perceraian adalah jalan yang terbaik menunéa pdnak dan tidak
dapat dipertahankan lagi. Tidak adanya tawar menalaéam proses
mediasi yang bisa diselesaiakan dengan cara dasesia perkara
perceraian sangat berkaitan erat dengan perasaanlyka dalam hati
memang sulit untuk dimaafkan.

Pengadilan Agama sendiri masih baru dalam menjatamkoses
mediasi sedangkan di Pengadilan Negeri sudah peneajalankan Perma
No.2 tahun 2003 yang telah direvisi menjadi Pernta N tahun 2008
sekarang yang digunakan dalam Pengadilan Agamaunaiig”engadilan
Negeri Purwodadi. Dalam Perma waktu yang diberikiawuk proses
mediasi yaitu 40 hari, tetapi dalam pelaksanaamaygya berlansung 3-4
minggu serta waktu untuk proses mediasi kurandnlebtengah jam saja,
itu dikarenakan banyaknya perkara yang masuk paxigaalilan.

Para pihak yang menguasakan perkaranya kepada ku&san
atau advokad, biasanya kuasa hukum jarang menthnéda akan
pentingnya mediasi dan kuasa hukum lebih menyaramgar perkara
diselesaikan melalui jalur persidangan dan engganysiesaikan dengan

cara damai/ mediasi, tetapi tidak semuanya advbkeglkap seperti itu.
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Mediator juga memegang peranan penting dalam nesgiakan
sengketa melalui mediasi. Mediator yang berasal damua hakim
Pengadilan Agama dalam pelaksanaan mediasi mengasaahkit
kesulitan, itu dikarenakan kurangnya pengetahudandahal mediasi
mungkin disebabkan para hakim belum mempunyaifigattmediator dan
belum begitu mendalami tentang mediasi. Pada prnosesasi, mediator
memfasilitasi proses agar dapat menggali kepeniingara pihak,
sedangkan tugas hakim adalah untuk menerapkan hbkkem menggali
kepentingan yang bersengketa serta minimnya junraddiator di
Pengadilan Agama yang tidak sebanding dengan baggakumlah
perkara yang diajukan.

Dari semua hambatan dalam pelaksanaan mediasindja8iéan
Agama Purwodadi yang menyebabkan sedikitnya kes¢gakmediasi
yang berhasil, itu lebih disebabkan dari faktorappihak sendiri yang
memegang peranan penting dalam pelaksanaan meflimspula setelah
berakhirnya mediasi yang gagal, dan diteruskan patkng berikutnya
para pihak mencabut perkara/ gugatannya, tetagidék termasuk dari
hasil mediasi karena tidak dalam waktu berlangsyagmediasi.

. Pengadilan Negeri Purwodadi

Pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilameie
Purwodadi yang sebelumnya sudah mengacu pada R¢oma Tahun
2003 yang sekarang direvisi dan sudah digunakarjasieRerma No. 1

tahun 2008, yang hasil kesepakatan berdamai befu@lperkara yang
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berhasil dari 32 perkara perdata yang diajukan imasidapat beberapa
kendala yang terjadi dan hampir sama juga dengarb&izn yang terjadi
di Pengadilan Agama Purwodadi.

Sengketa yang terjadi di antara para pihak yamgnsid penggugat
merasa dirugikan dan penggugat bersikeras melamuterkaranya
melalui proses persidangan serta menginginkan kangam atas sengketa
yang diajukannya. Pihak penggugat dan tergugat saama keras,
emoso, gengsi dan sulit untuk dipersatukan gunayebesaikan sengketa
di antara para pihak. Tergugat tidak mau mengalasalahan yang
diajukan kepadanya dan ingin melanjutkan ke pengjda atau sama-
sama tidak ingin dikalahkan.

Mediator yang berasal dari hakim Pengadilan NeBerwodadi
belum ada yang mempunyai sertifikat, yang mungkeiuin begitu
memahami tentang mediasi dan belum paham akanngagf mediasi
jilka sengketa tersebut lebih menguntungkan jikaeldsaikan melalui
proses mediasi yang berakhir dengan kesepakatdarbar atauwin-win
solution. Hakim lebih cenderung memutus sengketa dalamidaergan
yang berakhir denganin-lose solution.

Selain faktor hambatan di atas, minimnya responathokat juga
merupakan faktor belum terlaksananya Perma secakasimal. Dalam
menyelesaikan perkaranya, para pihak sering mekamekuasa hukum
kepada advokat, para advokat lebih menyukai pesgele melalui jalur

litigasi daripada mediasi, tetapi memang tidak seradvokat memiliki
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sikap seperti ini, sebagian justru lebih menghenpekyelesaian sengketa
melalui jalur mediasi. Faktor lain yaitu mediadiate dilakukan sebelum

perkaranya didaftarkan di pengadilan serta masitateya budaya damai.



